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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LatariBelakangiMasalah 

Perdaganganbmanusia (human trafficking) telahbberlangsungjsejakllama 

danj merupakanhperbuatanhyanggbertentangani denganpnilaihsertai martabat 

kemanusiaan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, 

nilai dan martabat manusia yang dijamin berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.bPerdaganganomanusiavadalahokejahataniyang terencana 

dilakukanbbaikcdengangrekrutmen dengan janji palsu, pemalsuan dokumen, 

pemaksaan perdagangan melalui agen, bahkan penculikan. Para pelaku 

mengatur dan menjalankan kejahatan tersebut dengan membentukkjaringan 

yangnterhubungj dari wilayah ataugnegara  asal korban  hingga  ke daerah atau 

negaraktujuan.  

Tindakopidanaiperdaganganporanglinikbiasanyaitidakiihanyaiidilakukan 

olehlindividuisajavtetapisjugasdilakukan olehosekelompokdorang (korporasi).1 

Bentukiperdaganganporangyinikberkaitanldenganlpekerjaiseksikomersial dan 

tujuan eksploitasi.rEksploitasipimencakup,beksploitasitpelacuranzolehiorang 

lain,gatauobentukwlainndarioeksploitasikseksual,gkerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, gpenghambaanoatau 

pengambilanporganktubuh.fPermasalahaniyangediangkat dalam kasus ini 

adalah bagaimana penjatuhan sanksi pidananya dalam KUHPjdaniluar KUHP 

sertanbagaimanamkaitanlsanksiptersebutldalampUndang-UndangilHakjiAsasi 

Manusia pada UU No 39 tahun 1999.2  

Para perancang Undang-undang menggunakan kata perdagangan orang 

dikarenakan hal tersebutptertulisbpadazPasalk1 Undang-UndangkRepublik 

IndonesiajNomorn21 pTahuno 2007y tentangb Pemberantasan8 TindakbPidana 

PerdagangannOrang: 

 
1 Topo Susanto, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 132. 
2 Ummu Hilmy, Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim, 

(Malang : Universitas Malang Press, 2006), hlm. 43-44. 
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"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang 

menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."3 

 

Jika kita merujuk ke Pasal 2 UUiNo.i21iTahun 2007bBab II, sanksinyang 

diberikan kepadanpelakub human trafficking diberikan sanksi dengan 

menggunakanbpidanabpenjaracminimalc3vtahunvserta maksimal 15btahun 

sertacpidanacdendacminimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhbjuta 

rupiah)cdannmaksimalcRp600.000.000,00 (enamnratusnjutacrupiah). 

KUHP juga mengatur sanksi tentang kejahatan human trafficking di dalam 

KUHP Pasal 297 yang berbunyi bahwa : 

“Perdagangan Wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur 

diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”4 

 Berlandaskan asas Lex Posterior Derogat Legoi Priori, ditegaskan bahwa 

apabila terdapat dua peraturan dengan kedudukan yang sama, maka peraturan 

yang kebih baru akan mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Dengan 

demikian, setiap peraturan yang sudah digantikan oleh peraturan terbaru, secara 

otomatis tidak lagi berlaku berdasarkan asas tersebut.5 

PemerintahhIndonesiaabelumasepenuhnyaamemenuhiastandarsminimum 

pemberantasanstindakqpidanaaperdagangandorangdatauufdisebut juga dengan 

(TPPO),ttetapiksedanggmelakukaneupayawsignifikanruntukemewujudkannya. 

Pemerintahsmenunjukkan peningkatan upaya secara keseluruhan dibandingkan 

periode pelaporannsebelumnyasoleh karena itulIndonesiattetapyberadappada 

tingkatt2 (dua). Dampak dari yang diberikan darinupaya-upayamtersebut  

 
3 Paul Sinlaeloe, TindakkPidanaaPerdaganganfOrang. (Malang: Setara Press,2017), hlm.2 
4 Pasall297iKitabrUndangg- UndanggHukumyPidana 
5IAbdullah,AAbdul Ghani,AArtikelmIlmiah,GPengantarpMemahamiaUndang-Undang 

TentangaPembentukanaPeraturanaPerundang-Undangan, sJurnal Legilisasi Indonesia, Vol. 1 No. 

2 
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antaraclainnmemberikannlayananmperlindungannkepadanlebih banyak korban 

melaluib Kementerianv Sosialn mengidentifikasi,cmenerima, dan membantu 

lebihcbanyakvkorbanneksploitasindinluarnnegeri dibandingitahun sebelumnya 

memulihkann hak bupahv pekerjav Indonesiavyangvmenuntutvimbalancatas 

pekerjaanv yangb tidakv dibayarv dibluarb negerib terus vmenciptakanhdan 

menyebarluaskan imateri jkampanyen peningkatan jkesadaran dan 

memberlakukangsejumlahiperaturanfpelaksananUndang-Undang Perlindungan 

Pekerjan Migrann Indonesiavyangv selanjutnyaf disebutm(UUmPPMI)nyang 

disahkannpadan2017.6 

Pada zaman era digital ini human trafficking telah menjadi perhatian serius 

sehubungancdenganvpemahaman bahwacpenjualan manusia merupakan 

penindasan manusiaxolehimanusia. Bisa dikatakanckanibalismenbentuk 

modern. Manusia dijadikan sebagaibbarangvdagangannuntuknmemperoleh 

keuntunganidankkesenangannduniawi oleh penjual maupun pembeli dari 

menjuall manusiah ataun memilikiv manusiac yangn dibelinya. Keuntungan 

didapat oleh penjualcdenganchasilcjualnyavsedangkanikesenangan diperoleh 

dari pembelin dengann menguasai apacyangntelahndibelinya.iContohnya: 

pelampiasannseks, diperbudak, diambil organ tubuhnya.  

Kesalahan yang sesuai dengan unsur hukum dijadikan sebagai dasar dalam 

bentuk penerapan sanksi pidana dan tidak ada dalih penghapusan yang bersifat 

melawan hukum, unsur kesengajaan oleh pelaku (dolus) sehingga tidak ada 

pembenaran atau alasan baginya untuk menghindari hukuman.7 Cara non penal 

dan sarana penal dijadikan sebagai upaya penegakan hukum dalam 

pemberantasan perdagangan orang. Kebiajakan non penal dilakukan dengan 

penyuluhan, pendidikan sosial dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab 

sosial warga negara yang sadar akan kejahatan human trafficking,ipenyuluhan 

hukum,cresosialisasi, lokakarya.clebih-lebih dic lingkunganx rawann tindak 

 
6IAsadullohnAlhFaruk,nHukumnPidanacDalamvSistemvHukumcIslam,i(Bogor:nGhalia 

Indonesia,v2009),bhlm.c17. 
7 AnggievRizqitavHerdavPutrivandvRidwannArifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak 

Pidana Perdangangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking 

Crimes in Indonesia),” Res Judicata,i2, no.v1v(2019).iHlm.n180. 
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pidana.cPendekatancpenal dilaksanakan melaluivupayanhukumnagarnpelaku 

tindakipidanabperdagangannoranggdiprosesssecaraahukum yang didasarkan 

dengan ketentuanc peraturani perundang-undangannsampaikkentingkat 

pengadilanndanneksekusinagar mendapatkannhukuman pidanandannjaminan 

kepastiann hukummdimmasyarakat. Carannonnpenal dan sarana penali 

dijadikan sebagai upayavpenegakanv hukumn dalamn pemberantasan 

perdagangan.8  

PemberantasannTindak PidananPerdagangannOrangcjuga dibahasidalam 

Pasalg1iUUnNo.d21vTahunh2007. Perdagangannoranggadalah bentukimodern 

dariiperbudakannmanusia. Perdagangannorangnjugavmerupakannsalahnsatu 

bentuk tindakanbterburukkdarinpelanggarannharkatmdanmmartabatnmanusia. 

Indonesia termasuk negara yang marak dengan masalahxperdagangannorang 

sepertibnegara-negaravyangcsedangcberkembangilainnya.9 

 Hak untuk tidak diperbudak disebutkan diiUndang-UndangcDasarr1945 

dalamvrumusanv salahv satu Pasalnyavyaitu Pasal 3. Untukkmewujudkan 

perlindunganihakgtersebut, makagpemerintahgIndonesiavmemandang perlu 

untukk melakukann pengaturanntersendiri mengenai tindakk pidana 

perdagangannorangn(human trafficking). Perdagangannorang (human 

trafficking) bukannmerupakannbentuk kejahatan yang baru dikenal. Dalam 

sejarahhbangsa Indonesia, perdagangannorang pernah terjadi yaitu melalui 

perbudakan dan perhambaan.10  

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh DirektoratYReserseKKriminal 

UmumM(Ditreskrimum)PPoldaZJawaBBarat, tercatat sebanyak 20Kkasus 

perdaganganOorang terungkap selama bulanNNovember 2024,Ddengan 

melibatkan 27Bkorban dan jumlah tersangka yang sama. Validitas data ini 

diperkuat melalui hasil wawancara peneliti dengan Asep Ramlan, anggota 

kepolisian dari Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), yang 

menyatakan bahwa data tersebut akurat. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian 

 
8MaidincGultom,vPenegakancHukumjPidana,b(Bandung : PT RefikaiAditama,h2014), hlm. 50. 
9 UUvNo.21cTahunn2007vTentangvPemberantasancTindakvPidanacPerdaganganvOrang. 
10 SoerjonoiSoekanto, BeberapavPermasalahanvHukumvDalam KerangkafPembangunan 

diiIndonesia, (Jakartav: PTiRajavGrafindo,b2001), hlm.v4.zz 
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perkara telah diproses melalui jalur peradilan, sementara sebagian lainnya 

diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice. Pernyataan ini 

menunjukkan konsistensi antara data kuantitatif institusional dan konfirmasi 

kualitatif dari aparat di lapangan, yang memperkuat kredibilitas temuan 

tersebut.11 Jumlah tersebut mayoritas korban merupakan perempuan yang 

direkrut dan dipekerjakan secara ilegal di luar negeri, baik sebagai asisten 

rumah tangga (ART) maupun sebagai pekerja seks komersial (PSK).  

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Tahun 2023-2025 

Tahun  Jumlah 

Laporan  

Korban 

Perempuan  

Korban 

Laki-Laki  

Jumlah 

Korban  

2023 103 155 63 218 

2024 88 138 27 165 

2025 55 57 145 202 

 

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang di 

wilayah Jawa Barat masih berlangsung secara masif dan sistematis, dengan 

modus yang terus berkembang. Salah satu kasus yang menonjol adalah 

perekrutan seorang korban di bawah umur dari Kabupaten Bandung oleh 

seorang tersangka yang menjanjikan pekerjaan di Arab Saudi dengan iming-

iming gaji tinggi. Namun, kenyataannya korban mengalami eksploitasi, 

kekerasan verbal, dan tidak menerima gaji selama beberapa bulan. Kasus ini 

mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap calon pekerja migran, 

kurangnya literasi hukum masyarakat, serta celah yang dimanfaatkan oleh 

pelakuoperdaganganiorang.12iDariipemaparanidiiatasitidakidapatidibayangkan

begitu.besarjkerugianimentallmaupun.moral.yang.ditimbulkannolehhkejahatan

perdagangan.anak..tersebut..Bagaimana.tidak,..anak..adalah..aset..penting.dari 

penerus.sebuah.bangsa,.artinya.masa.depan.sebuah.bangsa.di.masa.mendatang

 
11 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Ramlan dari Bagian Pembinaan Operasional 

(Bagbinopsnal) pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 di Kepolisian Daerah Jawa Barat 
12 Sumber: https://rejabar.republika.co.id/berita/sncsqn512/puluhan-kasus-perdagangan-orang-di-

jabar-diungkap-korban-dijadikan-pskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
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sangatiditentukannolehnkeberadaanbmerekafyangHsekarangMmasihvmenjadi

anak-anak.iMaka.asetiini.perlu.untuk.mendapat.perlindungan.yang layak.  

IslamFadalahhagamaGsamawiddenganssistemmhidup yang sesuai dengan 

perintahhAllahSSWTddalamttuntunan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW 

dalam sunnah.13sSetiap muslim diwajibkanmmenempuhhkehidupannyaisesuai 

denganaal-Qur'anndan sunnah. Perbuatan-perbuatanMyangddilarangdddalam 

hukum pidana Islam,ldikenalpdenganisebutan "jarimah". Perbuatan pidana 

tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaituinas 

yangkmelarangkperbuatanaataukyang diancam dengannhukumannya.14 Prinsip 

anakkdalammkonsepIIslam adalahLamanahpdariRAllah SWT kepada manusia. 

ArtinyaakehidupanBanakkharusssenantiasaadiperhatikan, dididik, dijaga, serta 

dilindungi keberadaannyagdari kesengsaraann(baik dimensi dunia maupun 

akhirat).pPrinsip perlindunganBiniisesuaiddengan FirmannAllah Surah at-

Tahrim ayat 6, yaitu : 

ا انَْفسَُكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ نَارًا 15  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا قوُْٰٓ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka” 

Berdasarkan   Tafsir   Ibnu   Katsir,   mengenai   ayat   ini   Sufyan   Ats-

Tsauri meriwayatkan  dari  Manshur,  dari Ali  tentang  ayat ini, “Peliharalah  

dirimu  dan  keluargamu  dari  api  neraka,” dia   berkata “Didik  dan ajarkanlah 

kepada mereka.” Ali bin  Abi  Thalhah  meriwayatkan,  dari  Ibnu  Abbas 

tentang  firman  Allah, قوا أنفسكم وأهليكم نارا “Peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  

dari  api neraka,”  diahberkata, “Lakukanlah ketaatan kepada Allah, jauhilah  

kemaksiatan kepadaNya, dan perintahmenyelamatkan mereka dari siksa api 

neraka.16 Makna kata keluarga di atas memiliki arti anak-anak kita.hDengan 

 
13 Abdurrahmad I, TindakiPidanaddalammSyari'at Islam, Alihibahasa WadiiMasturi dan Basri 

IbaiAsghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,!1992), hlm.f8. 
14 AhmadFHanafi, Asas-Asas HukumTPidanaHIslam,G(Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 

hlm.14$$$$$$$$$$$$$$ 
15 Departemen Agama RI,iAl-Quran Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2022) 
16 Mohammaddabd sLatif, Analisis Surah At-TahrimIAyat 6 Perspektif Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim 

Karya IbnuKKatsir, Journal Of Islamic Studies, No.1 (2024): hlm. 77. 
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begituHupayammelindungiaanakKdari kejahatanKperdaganganaanakl adalah 

termasukKimplementasikpelaksanaanBamanahddarihTuhan yaitu menjaga 

mereka dari api neraka (kesengsaraan).mNamun pada prinsipnya Islam 

melarangJsemuaMbentuk kejahatan apapun,Hartinyadsemuaoperbuatanryang 

menimbulkanwmudharatHterhadapTorangnlain,dalamRhal ini adalah anak. 

KejahatanllhperdaganganLanakkadalahhSuatu kejahatannlyangglbetul-betul 

mengancamleksistensi keurunan/generasi (nasl)  dimana  dalam  Islam sangat 

dijunjung tinggi sebagai salah satu maqasyidu al-tasyri' (tujuan ditetapkannya 

syari'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.17 Para pelaku perdagangan 

anak ini harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang 

berlaku. Sanksi yang diberikan dalam agama Islam mempunyai tujuan untuk 

menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-

perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian terhadap anggota masyarakat 

baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang. Selain itu 

hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat 

dan tertib sosial.18 

Dalam Konsep Maqasid  Syariah hdijelaskan bahwa pokok Allah SWT 

menetapkan syariatkadalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidupDmanusia, 

baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, Setiap penetapan hukum harus 

berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut. Adapun penjelasan mengenai 

Maqasasid Syariah di antaranya adalah: 

1. MenjagaiAgama (hifdzuddiin) 

Sebagai salah satu upaya dalam penjagaan Islam terhadap agama, 

Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Beberapa 

bentuk ibadah tersebut Adalah sholat, zalat, puasa, haji, doa dan ibadah-

ibadah lainnya. 

 
17 Dalam literatur Islam kejahatan ini dikenal dengan istilah "jarimah" yang artinya perbuatan dosa, 

perbuatan salah, atau kejahatan. Sedangkan menurut fugaha adalah laranganlarangan yang diancam 

dengan hukuman had atau ta'zir. Lihat Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Bag. 

Penerbitan UII, 1991), hlm. 2. 
18 A. Djazuli, Figh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2000), hlm. 25. 
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2. MenjagakJiwa (hifdzul nafs) 

Untuk menjaga keselamatan jiwa manusia, pembunuhan manusia 

diharamkan oleh Allah SWT kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh 

agama Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajibbatasnya ditegakkan 

Qishah (QS. al-Baqarah: 178) selainnlarangan menghilangkan nyawa orang 

lain, Islammjuga melarang bunuh dirio(QS.kan-Nisa:129). 

3. MenjagakFikiran (hifdzul aql) 

Minuman keras dan apa saja yang merusak akal dilarang dalam 

Syariat Islam. Ini menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat 

mengganggu fungsinya. Akal manusia dipandang oleh Islam merupakan 

salah satu anugrah Allah SWT yang sangat luar biasa.  

4. MenjagakKeturunan (hifdzulknasl) 

Menjagakketurunan adalah pondasi diwajibkannya memperbaiki 

kualitaskketurunan, membinazsikaphmental generasi penerus agar terjalin 

rasatpersahabatan diantara sesama umatGmanusia, danidiharamkannyazina 

sertahperkawinanrsedarah. 

5. MenjagafHarta (hidzulpmaal) 

Untukrmemperolah hartaryangyhalal, segala bentuk muamalah 

dibolehkan oleh Syariat Islam. Sehingga setiap muslim diharamkan 

memakan harta manusia dengan jalan yang bathil, misalnya mencuri, riba, 

mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain.  

Kejahatan human trafficking ini masuk ke dalam Maqasid Syariah 

hifdzul nafs karena berhubungan dengan perlindungan terhadap badan atau 

tubuh manusia. Berdasarkan latarhbelakangtdisatas, penelitisbermaksud untuk 

melakukan penelitiansmengenailTindak Pidana PerdaganganuOrang Perspektif 

Hukum Pidana Islam. Alasan peneliti yaitu Fenomena perdagangan orang yang 

hingga kini masih marak terjadi, khususnya di wilayah Jawa Barat yang 

memiliki kompleksitas sosial-ekonomi dan arus migrasi menunjukkan bahwa 

kejahatan ini bukanshanyadpersoalan hukumrsemata tetapi juga mencerminkan 

adanya kerentanan struktural dalam Masyarakat. 
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B.  RumusanIMasalah 

Berdasarkan latarIbelakang di atas, makauada beberapa inti 

persoalaniyangYbisa dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanak pengaturan dan penegakan Pasal 2 undang-undang No. 21 

Tahun 2007 tentang pemberantasan tindakzpidanaiperdaganganoorang 

(Human Trafficking) diiKepolisianiDaerah Jawa Barat? 

2. Bagaimana tkendalaedan upaya dalam penegakanohukumitindak pidana 

perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat? 

3. Bagaimana tinjauan hukumHpidanaYIslam terhadap penegakan hukum 

tindak pidana perdaganganlorang di wilayah hukum Kepolisian Daerah 

Jawa Barat?--------------------------------------- 

C. TujuannPenelitian 

Sesuaindenganvrumusannmasalah di atas, penelitian iniimempunyai 

beberapavtujuanndivantaranya:  

1.  Untukimengetahuivpenegakannhukumvtindakvpidanavperdaganganvorang 

(Human Trafficking)vdiiKepolisianvDaerahnJawavBarat. 

2. Untuk mengetahui tkendalaedan upaya dalam penegakanohukumitindak 

pidana perdagangan orang divwilayahnhukumnKepolisianvDaerahnJawa 

Barat. 

3. UntuknmengetahuivanalisisnhukumnpidanavIslamiiterhadapitindak pidana 

perdaganganvorangidihubungkanidengannPasalc2nundang-undangnNo. 21 

Tahunv2007. 
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D.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai 

berikut:   

1. KegunaannTeoritis  

Sejumlah wawasan baru serta mendetail terkait tindak pidana 

perdagangan orang atau human trafficking  pada hukum positifnya dijelaskan 

dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah Khazanah 

HukumnIslamvpadacumumnyaydannHukumvPidanakIslamipadaikhususnya 

terkait dengan Penerapan Hukum Pidana Islam TerhadapnTindaknPidana 

PerdagangannOrang (HumannTrafficking)iDihubungkanvdengannPasal 2 

Undang-UndangiNomorc21cTahunn2007 di Wilayah Hukum Kepolisian 

Jawa Barat.  

2. iKegunaannPraktis  

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan masukan bagi pihak kepolisian dalam mengambil langkah-

langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan 

hukum serta keadilan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam 

mengantisipasi terjadinya perdagangan orang di lingkungan sekitar. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada 

pengadilan dalam penerapan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana 

perdagangan orang. 

E. Kerangka Pemikiran 

  Perdagangannmanusiavtelahilama menjadi bentuk kejahatan dii 

Indonesia.iFaktor-faktorisepertivkurangnya pemahaman masyarakat 

tentang masalah perdagangan manusia, ketidaksetaraan akses pendidikan di 

antara komunitas, tingkatikemiskinanvyangctinggi,ndan rendahnya 

kepatuhan terhadap ajaraniagama telah menyebabkannbanyak individu 

menjadikkorbannkejahatan ini, terutama dalam kasus yang melibatkan 

perdagangannperempuanidannanak-anak. Kebijakan yangidirancangnuntuk 

mencegahvkejahatan perdagangan manusia masih sangat terbatas,isehingga 
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kejahatanniniiterusimeningkatndarivtahunikeetahun. Selain itu, penegakan 

hukum terhadap pelaku perdagangan manusia dianggap tidak efektif dalam 

mencegah dan menangani kejahatan ini. Perdagangan manusia adalah 

kejahatan yang sebagian besar menargetkan perempuan dan anak-anak. Dari 

perspektif hukum Islam, tindakan ini dianggap haram, sebagaimana 

dinyatakan olehiAllahiSWTcdalamiSurahiAn-Nurrayatn33. 

ٖۗ وَالَّذِيْنَ يبَْتغَوُْنَ الْكِ  ُ مِنْ فضَْلِه  ا تٰبَ وَلْيسَْتعَْفِفِ الَّذِيْنَ لََ يجَِدُوْنَ نكَِاحًا حَتّٰى يغُْنِيهَُمُ اللّّٰٰ مِمَّ  

ِ الَّذِيْْٓ اٰتٰىكُمْٖۗ  الِ اللّّٰٰ نْ مَّ اٰتوُْهُمْ م ِ  وَلََتكُْرِهُوْا  مَلكََتْ ايَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُْهُمْ اِنْ عَلِمْتمُْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّ

نْيَاٖۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَ  نًا ل ِتبَْتغَوُْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّ َ  فَتيَٰتكُِمْ عَلَى الْبغَِاۤءِ اِنْ ارََدْنَ تحََصُّ اِنَّ اللّّٰٰ

حِيْمٌ    مِنْْۢ بعَْدِ اكِْرَاهِهِنَّ غَفوُْرٌ رَّ

Artinya : “ Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah 

menjaga kesucian (dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki 

menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian 

kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 

kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk 

melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, 

karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa 

memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”19 

 

Dalami tradisinhukumnIslam, tidak adai tindakan yangnpernah 

dikategorikan sebagai tindak pidana atau dikenakan hukuman sebelum 

secara hukum terbukti sebagai pelanggaran pidana, sebagaimanaiditegaskan 

dalamiAl-Qur'anndannHadis. Prinsip ini kini diterapkan secara luas oleh 

berbagaiinegara,itermasukkIndonesia, sebagaimana tercantumidalamiKitab 

Undang-UndangvHukumnPidanai(KUHP) padanPasali1aayatt(1). Secara 

khusus  mengenai iperdagangani manusia, pengaturannyai diaturv dalam 

KitabiUndang-UndangnHukumiPidananmelalui Pasall297, 324,ddann329 

hingga 331. Namun, ketentuan-ketentuan ini dianggap tidakimemadai untuk 

 
19 Departemen Agama RI,iAl-Quran Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2022) 
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menanganinkasus-kasuscperdagangannmanusiaisecaranefektif, sehingga 

disahkan Undang-UndangiNomorn21vTahuni2007ttentangiPemberantasan 

PerdagangannManusia. Dalamckonteks penerapan aturanMtersebut, 

keberhasilan pemberantasan perdagangan manusia sangat bergantung pada 

efektivitas penegakan hukumnya. 

a) Teori Penegakan Hukum 

Upaya penegakan hukum menurut Joseph Goldestin dapat 

dibedakan menjadi 3 yaitu:20 

1) Totalcenforcement (penegakannhukumnsepenuhnya) 

Total enforcement adalahiruanghlingkupfpenegakankhukum 

pidanajmateriil.cPenegakanchukumcpidana yang komprehensif 

tidak dapat sepenuhnya diwujudkan karena aparatvpenegakihukum 

terikat secarahketatiolehvhukumvacaravpidana,Myangnmencakup 

berbagai prosedur sepertiipenangkapan,jpenahanan, penggeledahan, 

penyitaan,idan penyelidikan awal. 

Selainhitu,nhukumvpidana materiil ituvsendirihjuga dapat 

menimbulkan pembatasan, misalnya persyaratan adanya pengaduan 

sebelum penuntutan dalam kasus tindak pidana yang memerlukan 

pengaduan. Ruang lingkup terbatas ini dikenal sebagaiiArealofiNo 

Enforcement, yaitu zona dinmananpenegakanjhukumppidanamtidak 

dapattdilaksanakan secara optimal. Ketika ruang lingkup total 

dikurangi olehvAreavofvNoVEnforcement,nmunculjbentuk kedua 

penegakanhhukumhpidana, yaituhpenegakan penuh. 

2) Fulleenforcement (penegakanihukumisecaraipenuh) 

Penegakanmhukumvdiharapkanj mampu melaksanakan 

tugasnya secaravoptimal.vNamun,cmenurut Goldstein,vharapan 

tersebutttidakvmungkin terealisasi secaraemenyeluruh, karena 

terdapat berbagai keterbatasan berupa waktu, personel, peralatan 

 
20 BardaiNawaiiArif, BungaaRampaiiKebijakannHukum Pidana, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 

1996),chlm. 58 
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investigasi, serta anggaran, yang secara keseluruhan mengharuskan 

penerapan diskresi. 

3) Actualeenforcement (penegakanisebenarnya) 

Upaya ini merupakanvupaya yangndapatvditegakkanooleh 

hukumcpidana,vmelihatnpadavkenyataannya bahwa peristiwa 

tersebut banyak melibatkan banyak orang dalam hal ini pengusaha 

maupun masyarakat. 

b) Persamaangdi  hadapanvHukum (EqualityvBeforevThebLaw) 

Prinsip kesetaraan divhadapanvhukum,iatau yang dikenal 

sebagai equality before the law, menjadi salah satu pilar utama 

dalam sistem hukum kontemporer. Prinsip ini membentuk inti dari 

doktrin Rule of Law, yang telah merambah ke berbagai negara 

berkembang, termasuk Indonesia, dengan istilah Belanda Gelijkheid 

Van Leder Voor De Wet. 

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the 

law, menjadi salah satu wujud utama dari konsep negara hukum 

(Rechtsstaat), yang mengharuskan adanya perlakuan yang setara 

bagi seluruh individu di mata hukum. Prinsip ini mencerminkan 

adanya kesetaraan penerapan hukum terhadap setiap orang tanpa 

terkecuali. Selain itu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat 

dijadikan tolak ukur untuk memperkuat posisi kelompok-kelompok 

marginal maupun minoritas. Namun, pada sisi lain, ketimpangan 

dalam sumber daya manusia—seperti kekuasaan, modal, dan 

informasi—menyebabkan prinsip ini sering dimanfaatkan untuk 

melindungi aset serta kekuasaan kelompok tertentu. 

       Menentukan sasaran pemidanaan sering kali menimbulkan 

dilema yang rumit, terutama ketika harus memutuskan apakah sanksi 

pidana dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan 

yang telah terjadi, atau sebagai tujuan yang pantas dalam proses 

peradilan, yaitu mencegah perilaku anti-sosial. Jika tidak berhasil 

menemukan keselarasan antara kedua sudut pandang tersebut, maka 
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diperlukan pengembangan rumusan baru terkait sistem dan tujuan 

pemidanaan dalam ranah hukum pidana.21 

Terdapattlima tujuanndari pemidanaan,22iyaitu: 

1. Pembalasan (Retribution) 

Teoricretribusi memandangkpemidanaan sebagai bentuk 

pembalasannterhadap kesalahanvyang telah dilakukan,xsehingga 

berfokusipadacperbuatan itu sendiri serta esensi kejahatan yang terjadi. 

Teori ini menekankan bahwavpemberiannsanksiidalamvhukumvpidana 

semata-matavdidasarkan pada fakta bahwa seseorang telah melakukan 

tindak kejahatan, yang menjadi konsekuensi mutlak sebagai balasan 

bagi pelakunya, sehingga sanksi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

tuntutan keadilan.23 

2.   Pencegahan (Deterrence) 

 Teori pencegahan (deterrence) memandang sanksi pidana bukan 

sebagaiibentukvpembalasaniterhadap kesalahan yang dilakukan 

pelaku, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan yang 

bermanfaat dalam melindungi masyarakat demi tercapainya 

kesejahteraan sosial. Penekanan pada sanksi tersebut difokuskan pada 

fungsinya, yaitu mencegah individu agar tidak melakukan tindak 

kejahatan, sehingga bukan bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan 

secara mutlak.24 

 

 
21 ZainaliAbidin,iPemidanaan, Pidana daniTindakanndalam Rancangan KUHP: Position 

PaperiAdvokasiiRUUiKUHP Serig3, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 10.000 
22VMenurutiMuladitterdapatvtigavteorittentanghtujuanvpemidanaan,oyaitu:nTeoribabsolut 

(retributif),tteorinteleologis, dan teoriiretributifteleologis.lLihat:mMuladi,mKapitaiSelektavSistem 

PeradilannPidana, hlm. 49-51. 
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3. Rehabilitasi 

Dalam teori rehabilitasi, sasaran pokok dari sanksi pidana adalah 

mereformasi pelaku kejahatan, sehingga membentuknya menjadi 

anggota masyarakat yang taat pada hukum dan mampu berkontribusi 

secara produktif. yang membedakan pendekatan rehabilitasi dari 

perspektif idealis adalah anggapan bahwa setiap individu pada dasarnya 

memiliki sifat baik, serta berpotensi untuk mengubah arah hidupnya 

ketika diberi motivasi dan bantuan yang memadai.25 

Model rehabilitasi merekomendasikan agar sanksi pidana 

dimanfaatkan untuk mengubah faktor-faktor penyebab yang 

mendorong pelaku melakukan tindak kejahatan. Perubahan semacam 

itu dicapai melalui intervensi yang terstruktur, seperti keterlibatan 

dalam program pembinaan penanganan narkoba, di mana prosesnya 

melibatkan transformasi pada tingkat individu misalnya, penyesuaian 

sikap dan perilakun atau penataan ulang lingkungan hidup pelaku 

beserta peluang sosialnya, seperti memberikan bantuan untuk 

memperoleh pekerjaan. 

4. Pelemahan/Inkapitasi 

Incapacitation yang juga dikenal sebagai inkapasitasi atau 

pelemahan, dibenarkan sebagai bentuk hukuman karena bertujuan 

untuk mengurangi atau menghilangkan kemampuan pelaku kejahatan 

dalam melakukan tindak pidana. Misalnya, penjara berfungsi dengan 

cara memisahkan pelaku dari lingkungan masyarakat, sehingga 

membatasi atau menghapus peluang mereka untuk melanjutkan 

kejahatan tertentu. Hukuman mati, di sisi lain, dirancang sebagai 

langkah permanen yang tidak dapat dicabut. Bahkan, di beberapa 

budaya, pelaku pencurian telah dijatuhi hukuman amputasi tangan guna 

mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. 

 

 
25 MatthewiLippman,bContemporarycCriminaliLaw:iConcepts,ncases, and Controversies, 

(London:iSAGEiPublications,22010), hlm.h5666 
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5. Restorasi 

Restorasi lebih menyoroti dampak kerugian yang dialami oleh 

korban kejahatan, sekaligus mengharuskan pelaku aktif terlibat dalam 

bentuk restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah 

memberikan kompensasi yang tepat kepada korban serta masyarakat 

secara keseluruhan, guna memulihkan keadaan mereka seperti semula. 

Pendekatan keadilan restoratif menyadari bahwa kebutuhan korban 

sering kali luput dari perhatian dalam sistem peradilan pidana. Di 

samping itu, pendekatan ini dirancang untuk mendorong pelaku 

mengembangkan kesadaran tanggung jawab pribadi, sehingga mereka 

dapat menjadi bagian dari masyarakat yang lebih bertanggung jawab. 

Pemikiran serupa mengenai keseimbangan antara perlindungan 

korban dan pertanggungjawaban pelaku juga terlihat dalam asas tersalah 

dalam hukum Islam. Asas tersalah atau disebut juga dengan 

ketidakwaspadaan diatur di dalam hukum Islam. Setiap perbuatan yang 

dilakukan karena kekeliruan (tersalah) tidak dikenai hukuman pidana, 

karena kekeliruan tersebut menghilangkan salah satu unsur tindak pidana, 

yaitu unsur kesengajaan. Namun, hilangnya pertanggungjawaban pidana 

akibat tidak terpenuhinya unsur tersebut tidak meniadakan tanggung jawab 

secara perdata. Hal ini karena dalam hukum Islam, jiwa dan harta manusia 

tetap wajib dilindungi dan dijamin keamanannya. Sehingga alasan syar‘i 

tidak menghapus jaminan perlindungan tersebut. Penerapan asas kekeliruan 

(tersalah) dalam hukum pidana Islam berorientasi pada kewajiban 

mengganti kerugian secara mutlak. Pertimbangan utama dalam penjatuhan 

sanksi atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan adalah 

kemaslahatan masyarakat.  

Oleh karena itu, syariat menetapkan adanya hukuman terhadap 

tindak pidana yang dilakukan karena kekeliruan (tersalah), karena hal 

tersebut sering kali membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan membuat 
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seseorang lebih berhati-hati sehingga perbuatan semacam ini dapat 

berkurang. Namun demikian, tidak selalu dipersyaratkan adanya unsur 

kelalaian untuk menuntut pertanggung jawaban pelaku dalam setiap bentuk 

kekeliruan. Unsur kelalaian hanya diperlukan pada kondisi al-khatha’ al-

mutawallid, yaitu kekeliruan yang muncul dari tindakan yang hukumnya 

mubah atau dari perbuatan yang menurut pelaku tidak dilarang. 

F. HasilzPenelitiannTerdahuluz 

  Marakxterjadivpelanggaranctindakc pidana humanvtrafficking yang 

dilakukancolehfbeberapafoknumfyang tidak bertanggung jawab yang 

memberdayakanzorangzdewasasmaupunzanakadicbawah umur dengan 

menjanjikan kehidupan layak. Setelahvmengidentifikasicserta 

melangsungkancpustakacdariv berbagai sumber, termasuknwebsite 

digilib.uinsgd.ac.id,d adambeberapa cpenelitiancyangcsudahvdilaksanakan 

dengannmelakukancpembahasancterkaitttindakcpidana perdagangan orang, 

antarablain:zxzx 

1. Iwanvdengannskripsinya berjuduli"Human Trafficking Perspektif 

Hukum Pidana Islam: Perdagangan Perempuan dan Anak di 

bawah Umur, Faktor Penyebab serta Alternatif Pencegahannya" 

membahas tentang prosedur penegakannhukumnuntuk 

meminimalisirctingkatukejahatanmtidak pidanavperdagangan 

orangckhususnyazpadacperempuanxdanzanakzdicbawah umur 

jugampenyebabcdannsolusinakibatnterjadinya tindak pidana 

perdagangan orang. Penelitin jugab membahas tindakb pidana 

perdangancorangcdenganjkonsepbhukumcpidanavIslam. 

2. FentyoSeptrifiantizdenganxskripsinya "Tindak Pidana Trafficking 

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut 

Perspektif Hukum Pidana Islam" penelitixmembahasvkonsep 

hukumv positifc div Indonesia cpada Undang-UndangvNo.n21 

Tahunn2007xdanchukumcIslamc meliputic perbedaan konsep 

pidanacdannkorelasinantaravkeduanya. 
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3. Irma Siti Rubial dengan skripsinya “Sanksi Tindak Pidana 

Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam” Peneliti 

mendeskripsikanndancmenganalisisvtindakvpidanavperdagangan 

orangcmenurutcUndang-Undangcnomorc21ctahunc2007ctentang 

pemberantasanctindakcpidanac perdaganganc orangc dan hukum 

Islamvmemberikancsanksicterhadapcpelakucperdaganganxanak. 

4. Subki Azhar Tsani dengan judul skripsinya “Skripsi Sanksi Tindak 

Pidana Penyedia Pekerja Seks Presfektif Hukum Pidana Islam” 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang hukumanzbagivtindak 

pidanaxpenyediacpekerjazsekszkomersialxdalamzPasalz296zdan 

tinjauanzHukumzIslamzterhadapzsanksiz penyediaz pekerja seks 

komersial.zczxxs 

5. Arini Qurrota Aini dengan judul skripsinya “ Analisis Hukum 

Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdangan Orang 

(Human Trafficking) Analisis Putusan 496/Pid.B/2021?PN.BDG” 

penelitianzinizpenelitizakanzmengkajizterkait sanksi tindak 

pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 

496/Pid.B/2021/PN.xBandungxdarix pertimbanganz Hakim juga 

segizhukumzpositifxdanzhukumzpidanajIslam. 

   Daricbeberapacpenelitiancterdahuluctelahvmembahas mengenai sanksi 

tindakz pidana perdaganganZorang,vadaXyangz membahasz segi hukum 

positifcmaupunvhukumcpidanacIslam.VPadajpenelitiandkali ini peneliti 

akancmengkajicterkaitbanalisisvhukum terhadapttindakcpidana perdagangan 

orangv(human trafficking)vdihubungkanvdenganvPasal 2 undang-undang 

nomorx21ctahunb2007cdicwilayahchukumcKepolisiancJawacBarat.  

  Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas konsep 

tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif atau hukum pidana 

Islam secara terpisah, tetapi secara khusus mengkaji penerapan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di wilayah hukum Kepolisian Daerah 

Jawa Barat dan menilai praktik penegakannya melalui perspektif hukum 

pidana Islam. Fokus analisis lapangan pada konteks penegakan hukum di 
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tingkat daerah inilah yang belum dilakukan dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya. sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih aplikatif dan 

kontekstual mengenai harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam 

penanggulangan human trafficking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


